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Abstract: This study aims to analyze the influence of Minangkabau customary law intervention on the principles 
and practices of Islamic law. Minangkabau customary law has a long history and is an integral part 
of the strong cultural heritage of the Minangkabau community. On the other hand, Islamic law is also 
the majority religion believed by the Minangkabau people. This research adopts a qualitative approach 
with a case study method to gain a deep understanding of the interaction between Minangkabau 
customary law and Islamic law in terms of principles and legal practices. Data were collected through 
interviews, observations, and analysis of relevant documents. The findings of the study indicate that 
Minangkabau customary law intervention has a significant influence on the principles and practices of 
Islamic law. Minangkabau customary law often functions as a social norm that affects decision-
making in Islamic legal cases. Principles of customary law, such as adat istiadat (customary 
traditions), adat basandi syarak (custom based on Islamic law), syarak basandi kitabullah (Islamic 
law based on the Quran), and adat basandi adat (custom based on customs), often play a vital role in 
resolving legal cases. However, there are also potential conflicts between Minangkabau customary law 
and Islamic law in some cases. Certain customary law practices that contradict Islamic principles, such 
as unequal inheritance between men and women, have sparked debates within the Minangkabau 
community 
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PENDAHULUAN 

ukum Adat Minangkabau merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan kehidupan 
masyarakat Minangkabau yang kaya dan unik. Hukum adat Minangkabau didasarkan 

pada nilai-nilai, adat istiadat, tradisi dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat 
tersebut sejak lama. Prinsip utama dalam hukum adat Minangkabau adalah “Adat Basandi 
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang berarti hukum adat bersumber dari syariat agama 
dan syariat agama bersumber dari Al-Qur’an. Hukum adat Minangkabau dikelola oleh 
lembaga adat yang disebut “Rumah Gadang”. Rumah gadang merupakan rumah tradisional 
suku Minangkabau dan juga merupakan lembaga adat yang memegang peranan penting 
dalam menjaga dan menjalankan hukum adat (Muhdaliha, 2022).   

Dalam konteks Minangkabau, hukum adat telah memainkan peran yang signifikan 
dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prinsip dan praktik hukum Islam 
(Warman, 2019). Masyarakat Minangkabau memiliki warisan hukum adat yang kuat yang 
menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara hukum dan pengambilan keputusan 
(Nabilah et al., 2022). Hukum Adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau (S. E. Putri, 2021). 
Hukum adat ini mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di 
wilayah Minangkabau. Pada masa tersebut, hukum adat Minangkabau telah menjadi fondasi 
dalam mengatur tatanan sosial dan hukum di masyarakat (Rizal et al., 2022). 

H 
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  Salah satu karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah sistem 
kekerabatan matrilineal (S. E. Putri, 2022). Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan 
harta dilacak melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini memberikan peran yang kuat 
kepada perempuan dalam sistem hukum dan warisan (Bustamin & Putri, 2022). Selain itu, 
hukum adat Minangkabau juga mengandalkan prinsip kekeluargaan yang mengedepankan 
solidaritas, saling tolong-menolong, dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat (S. E. 
Putri, 2020). Namun, pengaruh hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik 
hukum Islam belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Dalam konteks ini, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip 
dan praktik hukum Islam (Arifin, 2016: 54). Berangkat dari uraian di atas, fokus pembahasan ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip 
dan praktik hukum Islam. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yang 
berbentuk penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penting untuk 
memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan 
harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian. Selain itu, 
peneliti juga harus memperhatikan aspek kebaruan dan keterkaitan antara sumber-
sumber yang digunakan dengan tema penelitian. Penulis lebih menempatkan dengan 
tepat dan terbuka dengan banyaknya penguatan dampak mengenai konsep yang akan 
digunakan. Riset ini bercorak riset dekskriktif yang mana riset deskriktif ini mampu 
menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa kelompok secara 
valid (Moleong, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
studi kasus untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum 
adat Minangkabau dan hukum Islam dalam prinsip dan praktik hukum. Penelitian ini 
menggunakan teori pluralisme hukum. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan 
terhadap pluralitas hukum dan perlunya menjaga keseimbangan antara kedua sistem 
hukum ini dalam rangka mencapai keadilan dan harmoni dalam masyarakat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum Adat Minangkabau 
Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan berkembang 

seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau (Pangulu et al., 2022). Hukum adat ini 
mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di wilayah 
Minangkabau (Ramanta & Samsuri, 2020). Seiring dengan berjalannya waktu, hukum adat 
Minangkabau terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan sosial dan 
budaya. Karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah keberadaan sistem 
matrilineal yang memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum dan 
warisan (Maharani & Hudoyo, 2022). Prinsip-prinsip hukum adat ini berfokus pada konsep 
kekeluargaan, kekerabatan, dan keadilan sosial dalam komunitas Minangkabau. 

Hukum adat Minangkabau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prinsip-prinsip 
hukum Islam melalui adat istiadat sebagai norma sosial dalam masyarakat (Jalinus et al., 2018). 
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Adat istiadat Minangkabau mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah 
lama dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dalam konteks prinsip hukum Islam, adat istiadat 
berfungsi sebagai landasan yang melengkapi dan menjaga konsistensi dengan ajaran agama 
Islam (Zahid, 2019). Adat istiadat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, termasuk pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian konflik 
(Syatri et al., 2019). Nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, seperti gotong royong, 
kekeluargaan, dan saling tolong-menolong, seringkali sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan 
etika Islam (Mitra et al., 2022). Dalam praktiknya, adat istiadat juga berfungsi sebagai 
mekanisme sosial yang membantu menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat 
Minangkabau. 

Prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau tersebut adalah: pertama, adat basandi syarak, 
syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat. Prinsip adat basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah, dan adat basandi adat memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hukum 
adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, adat basandi syarak, syarak 
basandi kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adat Minangkabau harus selaras 
dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, 
hukum adat Minangkabau mengadopsi dan menghormati ketentuan-ketentuan Islam sebagai 
acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa melalui 
adat, hukum adat Minangkabau akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang 
tercermin dalam Al-Quran (Bakti Setiawan & Oktarina, 2023). 

Ketiga, adat basandi adat. Prinsip ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tradisi 
dan kebiasaan adat yang telah berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun 
berlandaskan pada kearifan lokal, prinsip ini berupaya memastikan bahwa adat adat 
Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan adat basandi adat, 
hukum adat Minangkabau diarahkan untuk menjaga kesinambungan adat istiadat yang sesuai 
dengan nilai-nilai Islam. Keempat, kebersamaan dan musyawarah. Hukum adat Minangkabau 
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum. 
Musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan dianggap penting dalam 
mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau (Muhdaliha, 2022). 
 
Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Prinsip dan Praktik Hukum 
Islam 
1. Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Prinsip Hukum Islam 

Intervensi hukum adat Minangkabau dapat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa 
dalam konteks hukum Islam. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme 
adat dalam menyelesaikan konflik dan mencari keadilan (Zubir & Zayzda, 2010). Praktik-
praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat seperti musyawarah, mediasi, atau 
pengadilan adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai 
penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Amran, 2018). Hukum adat 
Minangkabau juga memiliki pengaruh dalam praktik hukum keluarga dalam Islam. Misalnya, 
dalam perkawinan, hukum adat Minangkabau mengatur tata cara pernikahan, pembagian 
harta, dan hak dan kewajiban suami istri. 

Praktik-praktik ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti 
ketentuan mahar, nafkah, hak waris, dan hak-hak keluarga lainnya (Febrianti, 2019). Hukum 
adat Minangkabau memiliki peran penting dalam tata kelola tanah di masyarakat 
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Minangkabau. Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat Minangkabau berbeda dengan 
konsep hukum properti dalam Islam. Namun, melalui intervensi yang tepat, hukum adat 
Minangkabau dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal 
penguasaan, pemilikan, dan pembagian tanah, sehingga tercapai keadilan dan keberlanjutan 
dalam pengelolaan tanah (Rahmi & Malau, 2021). 

Hukum adat Minangkabau juga dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks 
hukum Islam (Zurnetti, 2017). Sistem pengadilan adat Minangkabau, misalnya, dapat berperan 
dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum Islam. 
Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum adat dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara 
universal. Pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum 
Islam dapat memberikan kontribusi dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam 
di masyarakat Minangkabau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasari 
hukum adat Minangkabau, pengintegrasian keduanya dapat menciptakan sistem hukum yang 
seimbang, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau. 

 
2. Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Praktik Hukum Islam 

Intervensi hukum adat Minangkabau dalam praktik hukum Islam dapat memiliki 
beberapa implikasi, yaitu: pertama, pengaruh dalam penyelesaian sengketa. Intervensi hukum 
adat Minangkabau dapat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam konteks hukum 
Islam. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme adat dalam 
menyelesaikan konflik dan mencari keadilan. Praktik-praktik penyelesaian sengketa berbasis 
hukum adat seperti musyawarah, mediasi, atau pengadilan adat dapat diintegrasikan dengan 
prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-
nilai Islam (Warman et al., 2023). Kedua, pengaruh dalam hukum keluarga. Hukum adat 
Minangkabau juga memiliki pengaruh dalam praktik hukum keluarga dalam Islam. Misalnya, 
dalam perkawinan, hukum adat Minangkabau mengatur tata cara pernikahan, pembagian 
harta, dan hak dan kewajiban suami istri. Praktik-praktik ini dapat disesuaikan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam seperti ketentuan mahar, nafkah, hak waris, dan hak-hak keluarga 
lainnya (Warman & Hayati, 2022). 

Ketiga, pengaruh dalam tata kelola tanah. Hukum adat Minangkabau memiliki peran 
penting dalam tata kelola tanah di masyarakat Minangkabau. Konsep kepemilikan tanah dalam 
hukum adat Minangkabau berbeda dengan konsep hukum properti dalam Islam (S. M. Putri, 
2021). Namun, melalui intervensi yang tepat, hukum adat Minangkabau dapat diintegrasikan 
dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal penguasaan, pemilikan, dan pembagian tanah, 
sehingga tercapai keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah. Keempat, pengaruh 
dalam penegakan hukum. Hukum adat Minangkabau juga dapat mempengaruhi penegakan 
hukum dalam konteks hukum Islam. Sistem pengadilan adat Minangkabau, misalnya, dapat 
berperan dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum 
Islam (Sulchan et al., 2021). 

Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum adat dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara 
universal. Pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum 
Islam dapat memberikan kontribusi dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam 
di masyarakat Minangkabau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasari 
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hukum adat Minangkabau, pengintegrasian keduanya dapat menciptakan sistem hukum yang 
seimbang, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau 
(Wulandari et al., 2021). 
 
Potensi Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam 

Hukum Adat Minangkabau, sebagai warisan budaya dan tradisi, mungkin memiliki nilai-
nilai dan prinsip yang tidak selaras dengan Hukum Islam. Beberapa praktik hukum adat yang 
berhubungan dengan peran gender, pewarisan harta, atau hukum pernikahan mungkin 
bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan yang diakui dalam Islam. 
Potensi pertentangan ini dapat menimbulkan konflik antara pihak yang berpegang teguh pada 
hukum adat dan pihak yang menghendaki penerapan prinsip-prinsip Islam.  

Hukum Adat Minangkabau telah berkembang selama berabad-abad, dan dengan itu 
datang variasi dalam interpretasi dan penafsiran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian 
dengan tafsir hukum Islam yang lebih konsisten. Ketidaksesuaian ini menciptakan ruang untuk 
perbedaan pendapat dan potensi konflik dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan hukum 
adat Minangkabau dan Hukum Islam. Dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi, 
praktik hukum adat Minangkabau juga berubah. Beberapa aspek hukum adat mungkin 
ditinggalkan atau disesuaikan dengan zaman, sementara aspek lain tetap dipegang teguh oleh 
masyarakat. Konflik dapat muncul ketika beberapa praktik hukum adat yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip Islam masih dipertahankan dalam menghadapi tuntutan perubahan 
sosial dan hukum yang lebih inklusif (Annisa & Ulfatun Najicha, 2021). 
 
Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam 

Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu upaya untuk menyatukan 
kedua hukum tersebut (Prawiro, 2015). Terdapat beberapa upaya dalam pengharmonisasian 
hukum adat dan hukum Islam, yaitu: pertama, dialog dan konsultas. Pencarian harmonisasi 
antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam memerlukan dialog dan konsultasi 
antara para pemuka adat, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam proses ini, 
penting untuk membahas perbedaan-perbedaan dan mencari titik temu yang dapat 
mengakomodasi prinsip-prinsip keduanya secara adil dan inklusif. Kedua, pendekatan 
berbasis nilai-nilai universal. Harmonisasi dapat dicapai dengan mengadopsi pendekatan 
berbasis nilai-nilai universal. Ini berarti bahwa praktik hukum adat Minangkabau yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dapat 
dipertahankan, sementara praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ini harus 
disesuaikan atau ditinggalkan. 

 Ketiga, penerapan hukum adat dalam bingkai hukum positif. Penerapan hukum adat 
Minangkabau dalam bingkai hukum positif atau regulasi resmi dapat membantu menjaga 
kesinambungan budaya dan tradisi, sambil melindungi prinsip-prinsip keadilan dan 
kesetaraan yang diakui dalam Hukum Islam. Pemerintah dan lembaga hukum dapat berperan 
dalam mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat Minangkabau yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Keempat, edukasi dan pemahaman 
masyarakat. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 
prinsip-prinsip Hukum Islam yang inklusif dan nilai-nilai universal yang melandasi 
harmonisasi dengan hukum adat Minangkabau. Melalui edukasi yang baik, masyarakat dapat 
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lebih memahami kesamaan dan persamaan antara hukum adat dan Hukum Islam, serta 
menghormati prinsip-prinsip yang saling menguatkan.  

 Kelima, penelitian dan kajian lebih lanjut. Penelitian dan kajian yang lebih lanjut tentang 
interaksi antara hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam dapat memberikan wawasan 
yang lebih dalam tentang cara-cara untuk mengatasi potensi konflik dan mencapai harmonisasi 
yang lebih baik. Studi komparatif antara sistem hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam 
juga dapat mengidentifikasi area-area di mana konflik mungkin timbul, serta solusi-solusi yang 
mungkin diterapkan. Melalui upaya harmonisasi yang komprehensif, diharapkan dapat 
tercipta keseimbangan yang seimbang antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. 
Dengan menghormati kekayaan budaya dan tradisi serta memastikan prinsip-prinsip keadilan 
dan kesetaraan yang mendasari Hukum Islam, dapat terwujud kerukunan dan keadilan dalam 
praktik hukum di tengah masyarakat Minangkabau (Sahrul & Fadhila Daulai, 2019). 

KESIMPULAN 

Hukum Adat Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga norma sosial, prinsip 
adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat. Praktik-praktik hukum 
adat Minangkabau memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian sengketa, tata 
kelola tanah, hukum keluarga, dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat 
potensi konflik antara hukum adat Minangkabau dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Beberapa 
praktik adat mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender 
yang diakui dalam Islam. Selain itu, variasi dalam penafsiran hukum adat dan tafsir hukum 
Islam juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keduanya. Untuk mencapai 
harmonisasi antara hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, penting untuk menjaga 
keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya. 
Melalui dialog, edukasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam yang inklusif 
dan prinsip-prinsip keadilan universal, dapat diupayakan penyeimbangan yang lebih baik 
antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan 
pembaruan dalam hukum adat Minangkabau agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang 
mengakui hak-hak individu, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Peningkatan kesadaran 
dan pemahaman masyarakat Minangkabau tentang prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat 
membantu dalam mengatasi potensi konflik antara hukum adat dan Hukum Islam.  
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